Telaah Hukum Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan







TELAAH HUKUM PELAKSANAAN  PERJANJIAN KREDIT DENGAN 
JAMINAN FIDUSIA 























Naskah Publikasi ini telah diterima dan disahkan oleh 
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum 



























Dekan Fakultas Hukum  















TELAAH HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN 
JAMINAN FIDUSIA (Studi Kasus di Perseroan Pegadaian Sukoharjo) 
 
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Mengetahui pelaksanaan 
perjanjian perjanjian pinjaman fidusia di Perseroan Pegadaian Sukoharjo dan 
pelaksanaan Pasal 1152 KUHPer jika disebutkan bahwa pemberi gadai tidak boleh 
meguasai barang gadai. 
Analisis akan dilakukan dengan metode analisis secara kualitatif. Analisis 
akan dilakukan secara berurutan antara metode analisis domain, analisis taksonomis, 
dan analisis komponensial. 
Hasil pembahasan dapat diperoleh Pelaksanaan Perjanjian Perjanjian 
Pinjaman Fidusia Di Perseroan Pegadaian Sukoharjo. Adapun prosedur pelaksanaan 
pemberian kredit dengan jaminan fidusia pada Persero Pegadaian Cabang Sukoharjo 
adalah sebagai berikut : Nasabah datang ke Persero Pegadaian Cabang Sukoharjo 
untuk mengajukan permohonan kredit, mengisi formulir permohonan kredit, Petugas 
Fungsional Kredit bersama nasabah melakukan peninjauan lokasi domisili atau usaha 
calon nasabah untuk dasar analisis kelayakan usaha calon nasabah. Setelah adanya 
analisis kredit kelayakan usaha atas permohonan kredit diterima, kemudian pihak 
Persero Pegadaian Cabang Sukoharjo memberitahukan kepada nasabah bahwa 
permohonan kreditnya telah diterima atau disetujui.  Pelaksanaan Pasal 1152 KUHPer 
Jika Disebutkan Bahwa Pemberi Gadai Tidak Boleh Meguasai Barang Gadai.Proses 
pelaksanaan perjanjian gadai di Persero Pegadaian adalah sebagai berikut :Nasabah 
mengambil dan mengisi Formulir Permintaan Kredit (FPK) dan menyerahkan FPK 
setelah diisi dengan melampirkan fotokopi KTP atau identitas lainnya serta barang 
jaminan yang akan dijaminkan. Otorisasi di bagian Kasir, Petugas Tata Usaha dan 
Petugas Gudang dan Nasabah menerima uang dan SBK asli lembar pertama dan 







LEGAL ANALYSIS OF CREDIT AGREEMENT WITH FIDUCIARY 
GUARANTEE (A Case Study In The Company Pawnshop Sukoharjo) 
 
 
 The purpose of this study are as follows: Knowing the implementation of the 
agreement at the Company's loan agreements fiduciary Pawnshop Sukoharjo and 
implementation of Article 1152 Civil Code if it is mentioned that the pledgor should 
not be employed under pawn goods. 
The analysis will be conducted using qualitative analysis. The analysis will be 
carried out in sequence between methods of domain analysis, taxonomic analysis, 
and analysis of componential. 
Results of the discussion can be obtained Implementation Agreement Loan 
Agreement Mortgage Company Fiduciary On Sukoharjo. The procedures for 
implementing the provision of credit to the fiduciary on Persero Pawnshops Branch 
Sukoharjo are as follows: Clients come to Persero Pawnshops Branch Sukoharjo to 
apply for credit, fill out a credit application, Officer Functional Credit joint 
customers to make a review of the location of the domicile or business prospective 
customers for basic analysis feasibility of prospective customers. After an analysis of 
the feasibility of credit on a credit application is accepted, then the Limited 
Pawnshops Branch Sukoharjo notify the customer that the credit application has been 
accepted or approved. Implementation of Article 1152 Civil Code If Mentioned That 
Must Not Giving Pledge employed under Item Gadai.Proses implementation in the 
mortgage agreement Persero Pawnshops are as follows: Customers pick up and fill 
the Credit Request Form (FPK) and submit FPK after being charged with attaching a 
photocopy of ID card or other identification as well as goods guarantee to be 
pledged.Authorization at the cashier, the Administrative Officer and Officer 
Warehouse and Customer receives money and SBK first original sheet and handed 









A. Pendahuluan  
Indonesia adalah negara yang sedang membangun. Untuk mencapai arah 
dari pembangunan ekonomi ini maka keberadaan lembaga keuangan ditengah-
tengah masyarakat merupakan salah satu hal yang sangat dibutuhkan, karena 
lembaga inilah yang bergerak dalam hal pembiayaan sumber dana. Pembiayaan 
sumber dana, pada umumnya dilakukan secara kredit. Penyediaan dan kemudahan 
dalam kredit sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam mengembangkan kegiatan-
kegiatan usahanya khususnya masyarakat golongan ekonomi lemah. Pemberian 
kredit diberikan agar mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat 
secara efektif dan efisien kearah peningkatan taraf hidup masyarakat.   
Keharusan pemberian jaminan merupakan tambahan adanya perjanjian 
pemberian kredit tersebut, hal itu dilakukan untuk memperkuat posisi kreditur 
sebagai pemberi kredit bahwa piutangnya akan di bayar sebagaimana mestinya. 
Bentuk jaminan ada dua macam, yaitu :  
1. Jaminan yang timbul dari undang-undang.  
2. Jaminan yang timbul dari perjanjian.
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Objek dari perjanjian berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan 
tidak berbuat sesuatu. Pada perjajian untuk memberikan sesuatu prestasi berupa 
menyerahkan sesuatu barang atau memberikan kenikmatan atas sesuatu barang. 
Berbuat sesuatu adalah setiap prestasi untuk melakukan sesuatu yang bukan berupa 
memberikan sesuatu. Sedangkan yang tidak berbuat sesuatu adalah jika debitur 
berjanji untuk tidak melakukan perbuatan tertentu.
2
 Namun dalam komunitas 
masyarakat luas, kebutuhan tersebut dapat diselesaikan dengan beberapa cara 
termasuk dengan melakukan kegiatan gadai. Cara gadai tersebut mereka akan dapat 
menyelesaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi sehubungan dengan 
kebutuhan biaya yang diperlukan. Keberadaan perseroan pegadaian merupakan 
sarana penunjang dalam melanjutkan eksistensi suatu kelompok masyarakat dan 
sudah banyak dikenal masyarakat Indonesia secara luas. Perseroan pegadaian 
                                                 
1 Hartono Hadisoeprapto, Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan, Yogyakarta, Liberty, 1984, 
hlm. 51. 




merupakan sarana pendanaan alternatif yang sudah ada sejak lama dan sudak banyak 
dikenal masyarakat Indonesia, terutama dikota-kota kecil.
3
 
Masyarakat kota-kota kecil di Indonesia umumnya sudah mengenal dan 
mengetahui perihal perseroan pegadaian. Perseroan pegadaian hadir sebagai 
institusi yang menjadi sumber pembiayaan jangka pendek dengan syarat yang 
mudah. Hanya dengan membawa agunan, apapun bentuknya asalkan berupa 
benda yang bernilai ekonomis dan dilengkapi dengan surat kepemilikan serta 
identitas diri, seseorang bisa mendapatkan pinjaman sesuai dengan nilai taksiran 
barang tersebut. Produk pegadaian sudah semakin beragam dengan 
dikeluarkannya bentuk jaminan baru yaitu dengan Jaminan Fidusia. Jaminan 
Fidusia yaitu benda jaminan tetap dikuasai oleh pihak debitur.  
Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 (UU 
No.42 th 1999) tentang Jaminan Fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak 
kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda 
yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik 
benda Pasal 1 ayat (2) UU No.42 th 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan 
bahwa: “Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang 
berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya 
bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap 
berada dalam penguasaan pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang 
tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada penerima fidusia 
terhadap kreditur lainnya.” Fidusia adalah jaminan serah kepemilikan, yaitu 
pemberi Fidusia tidak menyerahkan benda jaminan secara fisik kepada penerima 
Fidusia tetapi tetap berada dibawah kekuasaan pemberi Fidusia, namun pihak 
pemberi Fidusia tidak diperkenankan mengalihkan benda jaminan tersebut 
kepada pihak lain.
4
 Adanya penyerahan secara kepemilikan, dimana hal ini 
merupakan keluwesan dari lembaga jaminan fidusia.  
                                                 
3 Andreas Harefa et al., Perseroan Pegadaian Bukan Sekedar Gadai, 2003, http:// www.sinarharapan.co.id/ 
eureka, diakses pada tanggal 10 Juli 2015 pukul 20.15 WIB. 




Ketentuan tentang adanya kewajiban pendaftaran jaminan fidusia yang 
memberikan kepastian hukum kepada pemberi Fidusia dan penerima Fidusia, 
dapat dikatakan merupakan terobosan yang penting. Gagalnya eksekusi terhadap 
aset debitur yang diberikan lewat jaminan pribadi maupun jaminan perusahaan 
menunjukkan bahwa pelaku ekonomi lebih membutuhkan suatu bentuk jaminan 
yang secara fleksibel mampu memberikan akses pendanaan bagi para debitur 
tanpa melepaskan aspek kepastian hukum. Sementara disisi lainnya, kebutuhan 
tersebut berhadapan dengan fakta bahwa pada umumnya sumber penghasilan 
debitur yang dapat dijaminkan amat terbatas, khususnya bagi pengusaha lemah 
dan menegah.  
Fidusia merupakan penyerahan jaminan hak milik berdasarkan 
kepercayaan, yang merupakan suatu bentuk jaminan atas benda bergerak di 
samping gadai, yang lahir dari yurisprudensi. Jaminan fidusia ini timbul dalam 
praktek gadai berkenaan dengan adanya ketentuan Pasal 1152 ayat (2) KUH 
Perdata tentang gadai, yang mensyaratkan bahwa kekuasaan atas benda yang 
digadaikan tidak boleh berada pada pihak pemberi gadai. Ketentuan ini 
mengakibatkan pihak pemberi gadai tidak dapat mempergunakan benda yang 
dijaminkannya untuk keperluan usahanya.  
Keadaan semacam ini kemudian dapat diatasi dengan menggunakan 
jaminan fidusia. Jaminan fidusia ini dimaksudkan agar pihak pemberi jaminan 
tetap dapat mempergunakan benda yang dijaminkan untuk keperluan usahanya. 
Jaminan Fidusia ini di dalam pelaksanaannya di Perseroan Pegadaian cabang 
Sukoharjo dikenal dengan istilah Kredit Angsuran Sistem Fidusia. Pengelolaan 
Kredit Fidusia, prosedur operasionalnya berbeda dengan kredit gadai 
konvensional. Hubungan dengan pihak ketiga (seperti notaris dan kantor 
pendaftaran fidusia). Kredit Fidusia merupakan pinjaman dalam jangka waktu 
tertentu dengan menggunakan konstruksi penjamainan kredit secara Jaminan 
Fidusia. Untuk mendukung terlaksananya Kredit Fidusia, dalam hal pelayanan 
dibutuhkan sarana dan prasarana antara lain seperti sebuah buku pedoman 




Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa di dalam pemberian kredit 
dibutuhkan adanya syarat pemberian jaminan bagi kredit tersebut. Perseroan 
Pegadaian untuk mengantisipasi terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh 
nasabah. Misalnya saja karena usaha yang dijalankan nasabah sedang lesu atau 
barang jaminan rusak berat atau hilang. Jika terjadi wanprestasi, Perseroan 
Pegadaian dapat menarik benda jaminan yang berada pada kekuasaan pihak 
nasabah. Tetapi semua itu dilakukan berdasarkan prosedur-prosedur yang sudah 
ditetapkan, seperti memberikan surat peringatan terlebih dahulu kepada nasabah.  
Berdasarkan hal-hal di atas, penulis berkeinginan untuk menyusun 
Skripsi dengan judul “TELAAH HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN 
KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA (Studi Kasus di Perseroan Pegadaian 
Sukoharjo). 
B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan dari latar belakang masalah, maka dapat diambil 
Perumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pinjaman kredit dengan jaminan  
fidusia di Perseroan Pegadaian Sukoharjo? 
2. Bagaimana pelaksanaan Pasal 1152 KUHPer jika disebutkan bahwa pemberi 
gadai tidak boleh meguasai barang gadaidi Perseroan Pegadaian? 
C. Metode Penelitian 
1. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini akan dilakukan di Perseroan Pegadaian Cabang 
Sukoharjo.   
2. Spesifikasi Penelitian 
Tipe  kajian  dalam  penelitian  ini  lebih  bersifat  deskriptif,  karena  
bermaksud menggambarkan secara jelas (dengan tidak menutup 
kemungkinan pada taraf tertentu juga akan mengeksplanasikan/   memahami) 
tentang berbagai  hal  yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu: 
a. Pelaksanaan Pemberian Kredit dengan Jaminan Fidusia pada Perseroan 




b. Kendala-kendala yang dihadapi pihak Perseroan Pegadaian Cabang 
Sukoharjo dalam pelaksanaan pemberian kredit dengan Jaminan fidusia? 
c. Bentuk Penyelesaian Kredit Macet pada Perseroan Pegadaian Cabang 
Sukoharjo?  
3. Sumber dan Jenis Data 
Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yang berasal dari dua 
sumber yang berbeda, yaitu : 
a. Data Primer 
Yaitu data-data yang berasal dari sumber data utama, yang 
berwujud  tindakan-tindakan  sosial  dan  kata-kata,
5
 dari  pihak-pihak  
yang terlibat dengan objek  yang diteliti dalam hal ini yang menjadi 
sumber data primer  adalah pegawai dan staff pada Perseroan Pegadaian 
Cabang Sukoharjo,  khususnya  yang  berhubungan langsung dengan 
bagian pemberian kredit tersebut.  Adapun data-data primer ini akan 
diperoleh melalui para informan  dan situasi sosial tertentu, yang dipilih 
secara purposive, dengan menentukan informan dan situasi soisal awal 
terlebih dahulu.
6
 Penentuan informan awal, dilakukan terhadap beberapa 
informan  yang memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) mereka  yang 
menguasai dan memahami fokus permasalahannya melalui proses 
enkulturasi; (2) mereka yang sedang terlibat dengan (di dalam) kegiatan 
yang tengah diteliti dan; (3) mereka yang mempunyai kesempatan dan 
waktu yang memadai untuk dimintai informasi.
7
 
Untuk itu mereka-mereka yang diperkirakan dapat menjadi 
informan awal adalah:   
1) bagian pemberian kredit dan  
2) masyarakat  sebagai  nasabah. 
Penentuan informan lebih lanjut akan dilakukan terhadap 
informan-informan yang  dipilih  berdasarkan  petunjuk/saran  dari  
                                                 
5
 Lexy J. Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya Offset,  Bandung, 
2000, Hlm.112. 
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informan  awal,  berdasarkan  prinsip-prinsip snow bolling dengan tetap 
berpijak pada kriteria-kriteria di atas. 
Sedangkan  penentuan  situasi  sosial  awal,  akan  dilakukan  
dengan mengamati proses objek yang diteliti. Penentuan situasi sosial 
yang akan diobservasi lebih lanjut, akan diarahkan  pada  :  (a)  situasi 
sosial yang tergolong sehimpun dengan sampel situasi awal dan (b) 
situasi sosial yang kegiatannya memiliki kemiripan dan sampel situasi 
awal. Wawancara dan observasi tersebut akan dihentikan apabila 
dipandang tidak lagi memunculkan varian  informasi  dari setiap  
penambahan  sample yang dilakukan. 
b. Data Sekunder 
Yaitu data yang berasal dari bahan-bahan pustaka, baik yang meliputi: 
1) Dokumen-dokumen tertulis, yang bersumber dari peraturan 
perundangundangan (hukum positif Indonesia), artikel ilmiah,  
buku-buku literatur, dokumen-dokumen resmi, arsip dan publikasi 
dari lembagalembaga yang terkait. 
2) Dokumen-dokumen yang bersumber dari data-data statistik, baik 
yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah, maupun oleh  
perusahaan,  yang terkait denga fokus permasalahannya. 
4. Metode Pengumpulan Data 
Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, akan dikumpulkan 
melalui tiga cara, yaitu: melalui wawancara, observasi dan studi 
kepustakaan.  
5. Metode Analisis Data  
Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam 
penelitian ini analisis akan dilakukan dengan metode analisis secara 
kualitatif. Analisis akan dilakukan secara berurutan antara metode analisis 
domain, analisis taksonomis, dan analisis komponensial. 
Penggunaan metode-metode tersebut akan dilakukan dalam  bentuk 
tahapan-tahapan sebagai berikut: pertama akan dilakukan analisis  domain, 




menyeluruh tentang apa yang  tercakup  disuatu  pokok permasalahan yang 
diteliti. Hasilnya akan diperoleh masih berupa pengetahuan ditingkat permukaan  
tentang  berbagai domain atau kategori-kategori konseptual. 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Arti Fidusia Secara umum.  
Fidusia artinya adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan. Dari definisi 
sebagaimana yang diuraikan di atas, kiranya dapat diartikan bahwa fidusia adalah 
penyerahan hak milik secara kepercayaan atas suatu benda, baik benda bergerak 
maupun benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak 
tanggungan dari debitur kepada kreditur, berdasarkan perjanjian hutang-piutang 
sebagai jaminan hutang debitur kepada kreditur, namun benda yang telah 
diserahkan hak kepemilikannya tersebut tetap dikuasai oleh pemilik benda, tetapi 
bukan lagi sebagai pemilik melainkan sebagai peminjam.  
Dari definisi-definisi tersebut di atas, pada prinsipnya pengertian fidusia terdiri 
dari unsur-unsur :  
1) Merupakan penyerahan hak milik suatu benda dari pemiliknya secara 
kepercayaan; 
2) Adanya benda yang diserahkan, baik benda bergerak maupun benda tidak 
bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan;  
3) Adanya perjanjian hutang-piutang;  
4) Merupakan jaminan hutang debitur kepada kreditur;  
5) Benda yang telah diserahkan hak kepemilikannya tersebut tetap dikuasai oleh 
pemilik bendanya;  
6) Pemilik benda bukan lagi sebagai pemilik, tetapi sebagai peminjam.  
Undang-Undang Fidusia menyebutkan :  
1) Pasal 1 ayat (1), fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas 
dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya 
dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.  
2) Pasal 1 ayat (2), jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik 




khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana 
dimaksud dalam UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 
Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai 
agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang 
diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.  
3) Pasal 4, jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian 
pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu 
prestasi;  
4) Sedangkan Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang 
Rumah Susun menyatakan, fidusia adalah hak jaminan yang berupa 
penyerahan hak atas benda berdasarkan kepercayaan yang disepakati sebagai 
jaminan bagi pelunasan piutang kreditur.  
 
B. Pengaturan Perjanjian Fidusia 
1. Obyek Jaminan Fidusia  
Pada awalnya obyek jaminan fidusia hanya benda bergerak saja. Hal ini dapat 
dilihat dari Keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 158/1950/Pdt 
tanggal 22 Maret 1950 dan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 372 
K/Sip/1970 tanggal 1 September 1971, yang menyatakan bahwa fidusia 
hanya sah sepanjang mengenai barang-barang bergerak. Dalam 
perkembangannya, obyek fidusia tidak hanya benda bergerak saja, tetapi juga 
meliputi benda tidak bergerak. Ketentuan ini sebagaimana dinyatakan dalam 
Pasal 1 ayat (2) dan ayat (4) UndangUndang Fidusia, bahwa obyek jaminan 
fidusia adalah benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak 
berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar dan benda tidak 
bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan maupun hipotik.  
Sedangkan menurut J. Satrio benda yang dapat menjadi obyek Jaminan 
Fidusia sekarang ini meliputi : Benda Bergerak dan Benda Tetap Tertentu 
yaitu benda tetap yang tidak bisa dijaminkan melalui lembaga jaminan hak 






 Lebih lanjut dalam ketetuan Pasal 3 Undang-Undang 
Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan, bahwa Jaminan 
Fidusia tidak berlaku terhadap :  
a. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang 
peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas 
benda-benda tersebut wajib didaftar;  
b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua 
puluh) M3 atau lebih;  
c. Hipotek atas pesawat terbang; dan  
d. Gadai.  
2. Prinsip Jaminan Fidusia  
Memang ada persamaan antara fidusia dengan gadai, namun antara keduanya 
juga terdapat perbedaan prinsip yang membedakan kedua lembaga jaminan 
tersebut. Prinsip utama dari jaminan fidusia adalah :
9
 
a. Bahwa secara riil, pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang 
jaminan saja, bukan sebagai pemilik yang sebenarnya;  
b. Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika 
ada wanprestasi dari pihak debitur;  
c. Apabila hutang sudah dilunasi, maka obyek jaminan fidusia harus 
dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia;  
d. Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah 
hutangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada 
pemberi fidusia.  
 
PEMBAHASAN 
1. Pelaksanaan jaminan fidusia di Persero Pegadaian Cabang Sukoharjo dilakukan 
melalui pembuatan perjanjian utang piutang, Akta Jaminan Fidusia dan 
pendaftaran ke Kantor Pendaftaran Fidusia untuk memperoleh Sertifikat Jaminan 
Fidusia. Perjanjian utang piutang dan Akta Jaminan Fidusia dapat dibuat secara 
                                                 
8 J. Satrio, Op. Cit., hal. 179. 




notariil ataupun di bawah tangan, tergantung dari besar kecilnya kredit yang 
diberikan oleh Persero Pegadaian. Namun Akta Jaminan Fidusia yang dapat 
didaftarkan adalah akta yang dibuat oleh notaries (secara notariil). 
Akta yang dibuat di bawah tangan tersebut mempunyai konsekuensi :  
a. Akta Jaminan Fidusia tersebut tidak dapat didaftarkan di Kantor Pendaftaran 
Fidusia karena untuk dapat didaftarkan Akta Jaminan Fidusia harus dibuat 
dengan akta notaris.  
b. Status kreditor penerima fidusia adalah sebagai kreditor konkuren bukan 
kreditor preference. Dimana kreditor penerima fidusia tidak mempunyai hak 
yang didahulukan (preference) baik di dalam maupun di luar kepailitan dan 
atau likuidasi dalam memperoleh pelunasan hutang dari debitor.  
Akta di bawah tangan, maka akta tersebut harus dibuat secara notariil terlebih 
dahulu baru kemudian dapat didaftarkan karena Akta Jaminan Fidusia yang 
dibuat di bawah tangan hanya berlaku untuk kedua belah pihak saja. Untuk 
pengikatan objek jaminan fidusia yang menggunakan akta notaris, pemberi 
fidusia dan penerima fidusia dating bersama-sama ke notaris untuk membuat akta 
jaminan fidusia. Akta jaminan fidusia ini harus dibuat dalam Bahasa Indonesia 
dan berupa akta notaris. Alasan Persero Pegadaian tidak mendaftarkan seluruh 
jaminan fidusia karena masalah biaya yang tinggi untuk pembuatan akta notaries 
dan pendaftaran ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Apabila akta dibuat di bawah 
tangan maka kreditor tidak mempunyai hak preference (hak mendahulu) dalam 
pelunasan piutangnya.  
2. Pelaksanaan pasal 1152 KUH Perdata Jika Disebutkan Bahwa Pemberi Gadai 
Tidak Boleh Menguasai Barang Gadai. 
Pada dasarnya  penyerahan benda gadai dalam penguasaan penerima gadai sesuai 
dengan benda gadai, benda gadai adalah benda bergerak, maka benda itu harus 
dilepaskan dari kekuasaan debitur atau pemberi gadai. Penyerahan benda gadai 
itu harus nyata, tidak boleh hanya berdasarkan pernyataan dari debitur, 
sedangkan benda itu masih dalam penguasaan debitur. Ini berarti bahwa 
Pegadaian Cabang Sukoharjo tidak menerapkan Pasal 1152 KUH Perdata, 




perjanjian kredit Fidusia menggunakan Undang-Undang Fidusia No. 42 tahun 
1999 tentang Jaminan Fidusia. 
 
SARAN-SARAN 
1. Untuk memudahkan bagi kreditur penerima fidusia dalam mengontrol 
keadaan dan jumlah stok barang dagangan yang dijadikan obyek jaminan 
fidusia, di samping secara berkala kreditur melakukan pengecekan 
langsung keadaan dan keberadaan obyek jaminan fidusia, maka dalam 
Akta Jaminan Fidusia perlu dicantumkan klausula “setiap 3 (tiga) bulan 
atau dalam jangka waktu tertentu yang dikehendaki oleh penerima fidusia, 
pemberi fidusia berkewajiban untuk memberikan laporan kepada penerima 
fidusia mengenai keadaan, jumlah dan tempat dimana obyek jaminan 
fidusia berada”. Di samping itu, dalam Akta Jaminan Fidusia juga perlu 
dicantumkan klausula “obyek jaminan fidusia juga meliputi semua stok 
barang dagangan yang dimiliki oleh pemberi agunan, baik sekarang 
maupun dikemudian hari yang terletak dimanapun juga.” 
2. Untuk obyektifitas mengenai nilai dan jumlah stok barang dagangan yang 
menjadi obyek jaminan fidusia, maka daftar rincian barang dibuat dan 
dinilai oleh penilai independen (Appraisal). 
3. Untuk menjamin keamanan kreditur penerima fidusia dalam pengembalian 
piutangnya dari debitur, sebaiknya hasil penjualan dari stok barang 
dagangan yang dilakukan oleh pemberi fidusia dimasukkan ke dalam 
rekening Pemberi Fidusia atau debitur yang ada pada kreditur, sebagai 
upaya untuk mengontrol ketersediaan barang dagangan sejumlah nilai 
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